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BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 0 TAHUN2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa maka ketentuan yang mengatur
tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu di tata
kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang perlu
mengatur mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme
penyusunan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan tentang. Pedoman
Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang.
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bxiru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.L
Tahun 1999 Nomor 174, Tambsihan Leznbaran Negara R.J.
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.L Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor
3961);

3. Undeing-Undang Nomor 1 Tahun 20O3 Tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara R.L Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara R.L Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negafra Republik Indonesia
Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005
Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelen^araan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran
Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor
82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara R.I, Tahun 2008 Nomor 40,
Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4826);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedornan Teknis Peraturan di Desa;

14. Fferaturan Daerah ^a6npaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

dan

BUPATl HALMAHERA SELATAN

MEMVTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN

PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selaten
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai
unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Kecamatan acfafah wi/ayah fcei '̂a camat sebagai perangkat Daerah
Kabupaten.

6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati.



8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk megatur dan mengurus kepentingan
masyaratot setempat, bedasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang di akui dan di honnati dalm sistem Pemerintah Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakt setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelen^ara Pemerintah Desa.

11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksakan
tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa lainya.

12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah
Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan.

14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh
BPD Bersama Kepala Desa.

15. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah materi yang
dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan Desa sesuai dengan jenis,
fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

BAB II

BENTUK DAN MATERI PERATURAN DAERAH

Pasal 2

(1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(2) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada Peraturan Perundang-

Undangan.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih
ting^ dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Peraturan Desa disusun dengan materi yang ditetapkan :
a. ketentuan yan bersifat mengatur;
b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat;
c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa dan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/atau BPD.
(2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan/atau BPD di

wajibkan menampung aspirasi masyarakat melibatkan
pemuka/tokohmasyarakat Desa.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.



Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dimintakan
Persetujuan Kepada BPD.

(2) Materi rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD selama minimal 6
(enam) hari sebelum diadakan Rapat untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat
yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
dengan persetujuan 50% + 1 anggota yang Yiadir.

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan sekurang-kurangya oleh 3
(tiga)orang Anggota BPD.

(2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam Rapat Khusus BPD yang
diadakan untuk itu.

(3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di setujui
bersamasebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari
disampaikanoleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.

(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua
puluh) hari kepada Kepala De^a.

(3) Apabila hasil Evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
padaayat (2), Kepala Desa dapat menetapkain rancangstn Peraturan Desa
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

(1) Dalam .memberikan persetujuan Peraturan Desa, Keputusan diambil
dengancara musyawarah mufakat.

(2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pasal 9

Apabila rancangan Peraturan Desa tidak disetujui BPD, maka Kepala Desa
dan/atau BPD mengadakan perbaikan untuk diajukan kembali.

Pasal 10

(1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, jumlah
anggotaBPD yang tidak memenuhi quorum maka dapat ditunda selama 1
(satu) jam,sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 syat (3).

(2) Apabila 1 (satu) jam ditunda, temyata rapat belum memenuhi
quorum,maka rapat ditunda hari berikutnya.

(3) Apabila setelah 1 (satu) hari temyata belum memenuhi quorum, maka
rapat tetap dapat dilaksanakan.

(4) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan
terbuka untuk umum.



Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama disampaikan oleh
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa dalam janqka waktu paling, lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani
oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.

(3) Peraturan Desa disampaikan oleh "Kepala Desa "kepada Bupati meMui
Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

BAB V

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

PasaJ 13

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah
(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

padaayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

(1) Untuk pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat
membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

(2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan oleh
PemerintahDaerah disertai alasan-alasan.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Desa ditandatangani.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
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Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan,

Ditetapkan di Labuha
pada 21 September

KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 ]^t5Vember

JETARIS DAERAH

.MAHERA SELATAN,

2015
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015

NOMOR...9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

(NOMOR 6 TAHUN 2015)



BUPATI HALMAHERA SBLATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

rnvrAiNG

PEDOBIAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, terjadi pula perubahan kebijakan yang mengatur tentang Desa,
dimana setiap Daerah harus menyesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dipandang perlu mengatur mengenai pedoman pembentukan
dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Peraturan Desa ditetapkan *oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan
Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.Peraturan
Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
Masyarakat Desa setempat.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan
Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.Peraturan
desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
Camat Sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

Untuk melaksakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepaia Desa.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita
Daerah,pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan
oleh Sekretaris Daerah.Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas. ^

Pasal 2

Cukupjelas.
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
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